Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

i % 73

2

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 018 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 15);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Desa Lenggerong Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa
Lenggerong Kecamatan  Bantarbolang Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 5 )
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oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau
yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat
Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

BAB 1I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa inj adalah :
a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
b. kewenangan lokal berskala desa; dan

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USuUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa  berdasarkan hak  asal-usul
sebagai berikut:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

C. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri dari:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;

2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;

3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat
desa;
bencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
pelaksanaan rembug/ musyawarah desa;
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fasilitasi penyelesaian permasalahan h
lainnya di desa;

fasilitasi penyelesaian permasalahan sen
hak-hak perdata.

ak atas tanah dan perdata

gketa masyarakat di luar

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
3. gugur gunung / kebersihan makam desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :

1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat,

budaya, tradisi, dan
seni tradisional desa;

2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan
ketentraman dan ketertiban bermasyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. Pembinaan Kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
2. Pengembangan Lembaga Keuangan desa;
3. Pembinaan lembaga ekonomi desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai berikut:

a. sesuai kepentingan masyarakat desa;

b. telah dijalankan oleh desa;

€. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa;
dan

€. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.
Pasal 6

Kewenangé.n Lokal Berskala Desa terdiri dari: b

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. penetapan dan penegasan batas Dusun;. |

3. pengembangan sistem administrasi dan informasi De.sa;

4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
S. Pengelolaan BUM Desa;

6. pengelolaan gedung milik Desa;

7. pengelolaan potensi Desa;

8

9.

[y

pendataan penduduk; ' :
penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga;
10. pengembangan kapasitas aparatur desa.
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